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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Bengkulu. Dari segi orang yang 

mengasuh anak, terdapat empat anak usia 0–3 tahun diasuh 

langsung oleh ibunya di dalam lapas, empat anak diasuh 

oleh nenek diluar lapas, dan satu anak diasuh oleh ayah 

dengan bantuan babysitter. Untuk hak dan kewajiban 

pengasuh, ibu memiliki hak hadhanah   dengan kewajiban 

merawat anak, nenek berhak mengasuh tetapi tidak 

mendapatkan upah, sedangkan babysitter berhak atas upah 

yang diberikan oleh ayah dengan kewajiban menjaga anak. 

Selanjutnya dalam keterlibatan ibu narapidana dalam 

pengasuhan anak, ibu tetap mendampingi anak yang 

bersamanya di lapas serta menjaga komunikasi dengan anak 

yang berada di luar. Terkait pemenuhan kebutuhan anak, 

empat anak di lapas dan dua anak di luar dibiayai oleh 

ayah, sedangkan tiga anak lainnya ditanggung sepenuhnya 

oleh nenek. 

2. Pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II B Bengkulu dalam perspektif hukum 

Islam. Dari segi pengasuhan, terdapat empat anak yang 

tinggal bersama ibu di Lapas hingga usia 0–3 tahun. Hal ini 

sesuai dengan urutan hadhanah yang menempatkan ibu 

sebagai pihak utama, meskipun status ibu sebagai 
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narapidana tidak sepenuhnya memenuhi syarat hadhin. 

Namun demi kepentingan terbaik anak, Lapas 

memperbolehkan anak usia 0–3 tahun tinggal bersama 

ibunya agar tetap memperoleh kasih sayang dan hak 

penyusuan. Selain itu, empat anak diasuh oleh nenek dan 

satu anak oleh ayah dengan bantuan babysitter, sesuai 

urutan hadhanah yang mendahulukan ibu, kemudian nenek, 

lalu ayah. Untuk hak dan kewajiban pengasuh, ibu dan 

nenek mengasuh dengan kewajiban merawat anak, 

babysitter berhak atas upah dari ayah dengan kewajiban 

menjaga anak. hal ini sesuai dengan hukum Islam karena 

hadhanah   diberikan kepada ibu/kerabat perempuan, 

sementara nafkah tetap tanggung jawab ayah. Selanjutnya 

dalam keterlibatan ibu narapidana dalam pengasuhan anak, 

ibu tetap mendampingi anak yang bersamanya di lapas serta 

menjaga komunikasi dengan anak yang berada di luar, hal 

ini sesuai dengan hukum Islam karena kasih sayang ibu 

merupakan unsur pokok hadhanah . Terkait pemenuhan 

kebutuhan anak, enam anak dibiayai oleh ayah, sedangkan 

tiga anak lainnya dipenuhi oleh nenek. Hal ini sesuai 

dengan hukum Islam karena nafkah anak pada dasarnya 

kewajiban ayah. Akan tetapi, bila terdapat uzur syar‟i 

seperti ayah meninggal dunia atau dipenjara, maka 

kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada keluarga 

terdekat, termasuk nenek. Namun, terdapat satu anak yang 
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tidak dinafkahi meskipun ayahnya masih hidup dan 

mampu, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hukum 

Islam karena termasuk penelantaran anak yang dilarang dan 

bertentangan dengan prinsip syariat. 

3. Pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam perspektif hukum 

positif. Dari segi orang yang mengasuh, empat anak yang 

diasuh ibu di lapas, empat anak diasuh nenek, dan satu 

dengan ayah dibantu babysitter, hal ini sesuai dengan Pasal 

105 dan 156 KHI yang menempatkan ibu, nenek, kemudian 

ayah sebagai pihak berhak mengasuh. Untuk hak dan 

kewajiban pengasuh, ibu tetap berhak merawat anak di 

dalam lapas, nenek berhak mengasuh meski tanpa 

mendapatkan upah, dan babysitter berhak atas upah yang 

diberikan oleh ayah, hal ini sesuai dengan hukum positif, 

karena dalam hukum positif mengakui bahwa hadhanah  

dapat dijalankan oleh ibu, nenek, atau pihak lain sepanjang 

bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, 

dalam keterlibatan ibu narapidana dalam pengasuhan anak, 

ibu tetap mendampingi anak yang bersamanya dan menjaga 

komunikasi dengan anak di luar, hal ini juga sesuai dengan 

hukum positif karena status narapidana tidak menghapus 

peran dan kasih sayang seorang ibu. Terkait pemenuhan 

kebutuhan anak, enam anak dibiayai ayah, hal ini sesuai 

dengan hukum positif karena nafkah merupakan kewajiban 
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ayah. Tiga anak lainnya ditanggung nenek, dan hal ini tetap 

sejalan dengan hukum positif sebab ketika ayah 

berhalangan, keluarga dekat dapat mengambil alih 

kewajiban nafkah demi keberlangsungan hidup anak. Akan 

tetapi, terdapat satu anak yang tidak dinafkahi meskipun 

ayahnya ada dan mampu, sehingga hal ini jelas 

bertentangan dengan hukum positif karena termasuk 

penelantaran yang melanggar kewajiban orang tua terhadap 

anak. 

 

B. Saran 

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB 

Bengkulu, diharapkan dapat mempertahankan fasilitas yang 

sudah berjalan dengan baik, seperti layanan kesehatan 

harian di klinik, pemeriksaan posyandu bulanan, serta 

penyediaan makanan bergizi dan kebutuhan dasar anak 

(susu, pampers, dan lainnya). Karena jumlah anak yang 

tinggal bersama ibu di dalam hanya empat orang, maka 

penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan ini 

secara konsisten sehingga tumbuh kembang anak tetap 

terjaga optimal. 

2. Bagi keluarga narapidana, khususnya ayah maupun nenek 

yang mengasuh anak di luar Lembaga Pemasyarakatan, 

diharapkan dapat memberikan dukungan maksimal baik 

secara finansial maupun emosional. Keterlibatan keluarga 
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sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas 

pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang, sehingga anak 

tidak merasa terabaikan meskipun salah satu orang tuanya 

menjalani hukuman. 

3. Bagi ibu narapidana, diharapkan tetap mempertahankan 

peran aktif dalam pengasuhan, baik terhadap anak yang 

tinggal bersama di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

maupun yang diasuh keluarga di luar, dengan menjaga 

komunikasi dan interaksi yang positif agar ikatan emosional 

antara ibu dan anak tidak terputus. Terutama bagi ibu yang 

memiliki anak usia 0–3 tahun, sebaiknya memanfaatkan 

kesempatan yang telah diberikan negara untuk tetap tinggal 

bersama anak di dalam Lapas. Hal ini penting karena pada 

usia tersebut anak sedang berada dalam fase emas 

pertumbuhan yang sangat membutuhkan sentuhan, kasih 

sayang, serta kehadiran langsung dari seorang ibu. Dengan 

demikian, kebutuhan emosional dan psikologis anak tetap 

dapat terpenuhi meskipun dalam keterbatasan lingkungan 

pemasyarakatan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas kajian 

pada aspek psikologis anak yang ditinggalkan ibu di Lapas 

serta efektivitas peran lembaga dan keluarga dalam 

pemenuhan hak anak, sehingga penelitian lebih 

komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

serta kebijakan perlindungan anak. 
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